Menimbang . a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bahan

Mengingat

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Bakar Kendaraan Bermotor, maka terhadap beberapa ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 24 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan dan

penyempurnaan;

b. bahwa perubahan dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a meliputi objek dan pelaksanaan pemungutan pajak,
pengaturan pembagian dan penyaluran hasil penerimaan pajak,

dan biaya pemungutan Pajak Bahan Bakar
Bermotor,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Kendaraan



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 165 Tahun 2004;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang

Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

11.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat | Sumatera Selatan
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri A)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24
Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);

12.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2
Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4
Seri D).



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998
tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran
Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri A) diubah lagi sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 3

(1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau
dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk
bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

(2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah jenis bensin (premium,

premix/pertamax), solar, premix/pertamax dan gas.

2. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

(1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

(2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar
kendaraan bermotor.

(3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.



(4) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan atau
importir bakan bakar kendaraan bermotor baik untuk dijual

maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 7 A diubah sehingga berbunyi sebagai  berikut :
Pasal 7 A

Kewenangan memungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor adalah kewenangan Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penyedia
bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau
lunas.

(2) Pajak yang terutang dilunasi  selambat-lambatnya 1
(satu) bulan  sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan /
Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan
dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

(3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,
angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan

Peraturan Gubernur.

Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 14

Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan

sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
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6. Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat

terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :
1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur
dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur
secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran ; dan

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak

yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang
semula  belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan
angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar100%

(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri

sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
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(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) pasal ini
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak

7. Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

)

3)

(4)

(5)

Pasal 28

Hak untuk melakukan  penagihan  pajak menjadi
kadaluwarsa  setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.
Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian  Surat
Paksa tersebut.
Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari

pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Diantara Pasal 28 dengan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal

baru yaitu Pasal 28 A yang berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 28 A
Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat
dihapuskan.
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(2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang

pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah

kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

9. Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut

setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat

terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau

berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

10. Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Pasal 34

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur
yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur
yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya
atau seseorang yang menyebabkannya tidak memenuhi
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat
dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar.

Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat ditinjau sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut
kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku
Wajib Pajak, karena itu dijadikan  tindak pidana

pengaduan.
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11. Ketentuan Pasal 24 A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 24 A

Pengaturan pembagian dan penyaluran hasil penerimaan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk masing-masing
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

12. Diantara Pasal 24 A dan Pasal 25 ditambah Pasal 24 B

sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24 B

(1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor diberikan biaya pemungutan paling

tinggi 7,5 % (tujuh koma lima persen);

(2) Alokasi biaya pemungutan Pajak Bahan  Bakar
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan sesuai ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 September 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 September 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto
YUSRI EFFENDY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI B






13. Ketentuan Pasal 24 A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 24 A

Pengaturan pembagian dan penyaluran hasil penerimaan
pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk masing-masing
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang — undangan yang berlaku.

14. Diantara Pasal 24 A dan Pasal 25 ditambah Pasal 24 B

sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24 B

(3) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor diberikan biaya pemungutan paling

tinggi 7,5 % (tujuh koma lima persen);

(4) Alokasi biaya pemungutan Pajak Bahan  Bakar
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan sesuai ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR SERI B



	NOMOR  13  TAHUN 2010
	Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, maka terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan  Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah  Nomor 24 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan;
	b. bahwa perubahan dan penyempurnaan  sebagaimana dimaksud  pada huruf a meliputi objek dan pelaksanaan pemungutan pajak,  pengaturan pembagian dan penyaluran hasil  penerimaan pajak, dan biaya pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  pada huruf a dan huruf b,  perlu  membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945;
	2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);


